ITSBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG SALAH SATU ATAU
KEDUANYA MENINGGAL DUNIA DI PENGADILAN AGAMA
MOJOKERTO
(Studi Putusan Penetapan Itsbat nikah Nomor: 111/Pdt.P/2022/PA.Mr)

TESIS

Oleh:
Nvot bowo
230505010010

* *

* *

* *

UNNERSITAS
KHABBULCHALIM

PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO
2025



ITSBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG SALAH SATU ATAU
KEDUANYA MENINGGAL DUNIA DI PENGADILAN AGAMA
MOJOKERTO
(Studi Putusan Penetapan Itsbat nikah Nomor: 111/Pdt.P/2022/PA.Mr)

TESIS

Diajukan Kepada:
Program Pascasarjana Universitas *bdul Chalim Untuk memenuhi salah
satu Persyaratan dalam menyelesa Prograi Hukum Keluarga Islam

NIDN : 2115128805

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM

PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO
2025



ABSTRAK

Nyoto Wibowo. 2025. “Itshat nikah bagi Pasangan yang Salah Satu
atau Keduanya Meninggal Dunia di Pengadilan Agama
Mojokerto (Studi Putusan Penetapan Itsbat nikah Nomor
111/Pdt.P/2022/PA.Mr)”, Tesis: Prodi Hukum Keluarga Islam
Universitas KH. Abdul Chalim. Pembimbing: Dr.

Muhammad Romli, S.Sy., M.H
Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pengadilan Agama, Penetapan Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan upaya*n yang diajukan ke Pengadilan
Agama untuk memperoleh penges@lfan atas pgrnikahan yang belum
tercatat secara resmi. S satu kasus yang arik perhatian adalah
permohonan itshat nikah di Pengg Agama Mojokerto berdasarkan
Putusan Nom 1/Pdt.P/2022/E ng diajukan s salah satu
atau kedua pasangan dalam tersebut meninggal dunia.
Penelitian ini bertujuan i C lisiSSpEesedur pelaksanaan itsbat
nikah, dasag hukum yang serta ketentuan hukum
yang mer*lr its ' he clah M€ninggal
dunia.

Penelitian 1
pendekatanstudi K
Agama M@pekerto ¢

plitatif dengan
3 di Pgngadilan
(t.P/2022(PA . Mr.
1 wawancara dan
cknik analisis data yang
ata, serta penarikan

dokumentasi. Teknik anali
digunakan mencakup 1
kesimpulan.

Hasil penehtqw Eﬁ !Wahbagi pasangan
yang salah satunya telah meninggal dunia ojokerto dilakukan
melalui perm H kﬁm @H%& dan saksi
secara ketat. Dalam perkara No. 111/Pdt A.Mr, hakim

menerapkan hukum nasional dan Islam secara integratif, menekankan
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Namun, masih terdapat
celah perlindungan hukum, khususnya terhadap pihak ketiga dan fakta
baru pasca putusan. Diperlukan regulasi teknis dan mekanisme pembatalan
administratif untuk memperkuat keadilan substantif. Implikasinya,
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembaruan
regulasi serta rujukan praktis bagi aparat peradilan dalam menangani
perkara itsbat nikah yang kompleks.



ABSTRAC

Nyoto Wibowo. 2025. “Marriage Legalization (Itsbat Nikah) for Couples
Where One or Both Parties Have Passed Away at the Mojokerto
Religious Court (Study of Decision on Marriage Legalization Case
Number 111/Pdt.P/2022/PA.Mr), Thesis: Study Program. Hukum
Keluarga Islam Universitas KH. Abdul Chalim. Pembimbing: Dr.
Muhammad Romli, S.Sy., M.H

Keywords: Marriage Legalization,Religious Court, Marriage Legalization Ruling

Marriage Legalization (Itsbat Nikah) is a legal effort submitted to the
Religious Court to obtain official recognitipn of an unregistered marriage. One
notable case is the itsbat nikah applica* the Mojokerto Religious Court,
based on Decision Number 1 1/Pdt.P/2 A.Mr, which was filed after one
or both spouses had passed away. This study aims to #alyze the procedure of
itsbat nikah implementation, the legal be ed in the decision, and the legal
provisions governingl¢sbat nikah in giffiati here one part died.

This research uses a qualitative § case study approach. The
object of the study is the Mege purt’s decision Number
111/Pdt.P/2022/PA.Mr. Dat include observation,
interviews, and@®docu e [ S s iny®lve data
reduction, data presen

The research results = j : indWhich one party
has passed away is caili S g , With strict
examination of €%idence i . 2022/PA. Mr, the
judge applied national and™¥ i i i iy@ianner, emphasizing
justice, legal certainty, and legal"b@ ere are still gaps in legal
protection, especially for thir i of new facts after the
ruling. Technical regulations and an administrative annulment mechanism are

needed to strengthen subuN IW R s ITAs
KH. ABDUL CHALIM
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